PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

gemimbang - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

h:-:_gingat . 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

. 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan
[embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);,




10.

11.

10,

Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Négara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nemor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4530);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN :

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR



BAB I
KETENTUAN UMUM .

Pasal 1

%alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Landak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Supati adalah Bupati Landak.

- Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sistem pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Landak.

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah prosedur pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Landak.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat dengan APBD adalah
semcana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh
pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Landak.

BAB I

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur manual
komputerisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

mesungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 3

&an Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
1 dan prosedur pengeluaran;

dan prosedur penerimaan;
1 dan prosedur akuntansi dan pelaporan; dan

dan prosedur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).




Pasal 4

st=m dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang
=rupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan daerah yang
mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih
=22p berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
=raturan Bupati ini mulai berlaku bada tanggal diundangkan.

sgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
=ngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 4 Juni 2010

BUPATI LANDAK,

ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT
/Diundangkan)dl Ngabang
. Pada tanggal 4 Juni 2010
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